BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mada dapat

ditarik kesimpulan bahwa:

1. Program Pemberdayaan Lanjut Usia dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
yang dapat mengganggu kesempatan kerja di Indonesia karena terlihat
bahwa Program Pemberdayaan Lanjut Usia melalui pelayanan
kesempatan kerja bagi golongan Lanjut Usia Potensial bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial masyaraka Lansia. Namun, dengan
pemberdayaan sosial tersebut menyebabkan para Lansia akan masuk ke
dalam pasar kerja melalui penciptaan kesempatan kerja di Indonesia.
Dengan adanya kondisi tersebut, terjadi lah penambahan sumber daya
manusia dalam pasar kerja. Adanya kebijakan yang telah dibuat
pemerintah tersebut, jelas akan dapat menyebabkan terjadinya gangguan

terhadap kesempatan kerja bagi angkatan kerja muda.

2. Program pemberdayaan Lanjut Usia dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
yang tidak sesuai dengan asas manfaat sebab tujuan yang berlawanan
dalam kebijakan pemerintah yang memberikan pelayanan kesempatan

kerja bagi golongan Lansia, namun di sisi lain mengesampingkan
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B. Saran

kepentingan tenaga kerja secara umum, memperlihatkan adanya
kesalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,
semestinya pemerintah dalam menjalani  kewenangan serta
kewajibannya melalui kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan
kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan
masyarakat yang lainnya, sehingga tercipta kemanfaatan dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana pembentukannya

untuk menciptakan kesejahteraan umum.

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat

diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1.

Disarankan kepada lembaga legislatif untuk melakukan pengkajian dan
perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia yang mengganggu kesempatan kerja di
Indonesia agar selaras dengan asas manfaat dalam program
pemberdayaan Lanjut Usia Potensial yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

Disarankan kepada pemerintah pusat untuk membentuk kebijakan baru
dalam menghimbau masyarakat dan/atau dunia usaha untuk
mengoptimalisasi pelayanan kesempatan kerja sektor non-formal bagi

golongan Lanjut Usia Potensial agar Lansia tersebut dapat diberdayakan
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untuk mencapai kehidupan yang layak dan mandiri berdasarkan
pengalaman atau pencapaian atas keahlian dan/atau keterampilannya.

. Disarankan kepada kementerian bidang ketenagakerjaan untuk
melakukan peningkatan dan pengawasan prakterk pelayanan
kesempatan kerja bagi golongan Lanjut Usia Potensial dengan
pemberian stimulan secara aktif agar tidak menggangu pasar kerja bagi
orang muda.

. Disarankan kepada lembaga penelitian di Indonesia untuk melakukan
riset terhadap potensi serta angka harapan golongan Lansia yang berada
di Indonesia, hal ini menjadi salah satu indikator mencapai
kesejahteraan umum dalam rangka mengantisipasi peningkatan angka
tanggungan negara.

. Disarankan kepada para lanjut usia untuk mempersiapkan keterampilan
dan/atau keahlian yang selanjutnya dengan hak pelayanan kesempatan
kerja sektor non-formal untuk diberdayakan sesuai dengan kemampuan
fisik dan kegunaan sosialnya, hal ini tidak menghalangi bagi lanjut usia
yang memiliki keterbatasan secara finansial didasari dengan hak

bantuan sosial yang akan difasilitasi oleh pemerintah.
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